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PERATURAN  

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 04 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. 

 

  

 

 

 

b. 

bahwa Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Republik  Indonesia Nomor 448/01/XII/2008 

tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komisi 

Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga 

perlu diganti dengan Peraturan yang baru; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas; 

 

Mengingat  :  1. 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

www.peraturan.go.id
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.                       

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 3. 

 

 

 

 

 4. 

 

 

 

5. 

 

 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 432);               

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi; 
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